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Pendahuluan

Iklim sedang berubah, ilmu pengetahuannya telah ditetapkan1, kebijakan tidak. Dampak perubahan 
iklim di Indonesia telah tersebar luas dan makin nyata dari tahun ke tahun. Menanggapi hal ini, Indonesia 
telah diminta oleh para pemangku kepentingan internasional untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan 
iklim yang lebih konkret.2 Bagian pertama artikel ini bertujuan untuk menyoroti kekurangan pemerintah 
dalam kebijakan iklim yang kurang baik, meskipun ada retorika dan ambisi yang positif. Setelahnya, 
terdapat diskusi lebih lanjut mengenai masa depan perdagangan global yang akan menekan ekonomi 
yang gagal untuk memasukkan kebijakan perubahan iklim yang proaktif.

Jadi, apa masalahnya?

Jakarta sedang mengalami dampak dari perubahan iklim. Ibukota Indonesia tersebut memberikan contoh 
utama dari efek tersebut yang mengarah pada memburuknya polusi udara dan banjir hebat. Polusi udara 
adalah masalah nyata yang dihadapi oleh Jakarta, salah satu kota yang biasa menduduki daftar “kota 
paling berpolusi di dunia”.3 Hal tersebut didukung oleh data dari air monitoring stations yang terletak 
di Kedutaan US pada 2017, yang menunjukkan kualitas udara Jakarta hanya dianggap ‘baik’ selama 26 
hari di tahun itu.4 Polusi udara yang buruk selama beberapa tahun ini mengakibatkan berkurangnya usia 
harapan hidup warga sebanyak 2.3 tahun.  
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Bencana lain yang dihadapi Jakarta, yang juga diperburuk oleh perubahan iklim, adalah banjir. Secara 
reguler, ibukota menghadapi peningkatan level air setiap tahunnya. Malam tahun baru 2019 ditandai 
dengan tingkat curah hujan tertinggi sejak 2017, seperti yang dilaporkan oleh Badan Meteorologi, 
Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).5 Kepada VICE Indonesia, juru bicara dari badan tersebut menyatakan 
bahwa banjir itu jelas terkait dengan pemanasan global. Meskipun banjir bukanlah hal baru bagi Jakarta, 
perubahan iklim telah memperkuat curah hujan yang ekstrim dan juga menyebabkan banjir yang lebih 
intensif.6 Namun, ini hanyalah dua dari berbagai ancaman perubahan iklim terhadap Indonesia secara 
nasional.7

Masalah-masalah ini diperparah oleh kurangnya pendidikan dan kesadaran yang serius oleh warga 
negara Indonesia. YouGov-Cambridge Globalism Project menemukan bahwa 18% orang Indonesia yang 
disurvei tidak percaya bahwa perubahan iklim adalah hasil dari campur tangan manusia.8 Penyebab dari 
hal tersebut mungkin berasal dari media Indonesia yang memfokuskan pada isu-isu agama dan politik, 
alih-alih memberikan paparan mendalam tentang isu-isu iklim. Kecenderungan ini bias jadi merupakan 
hasil dari sistem pendidikan yang kurang mementingkan isu-isu seperti perubahan iklim. Namun 
demikian, semakin intensifnya bencana alam dan memburuknya polusi udara seharusnya semakin 
mendorong adanya diskusi tentang pentingnya kebijakan iklim yang lebih baik. 

Kebijakan Jakarta Saat Ini

Pada awal masa jabatan pertamanya, pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi mengeluarkan retorika 
yang optimis untuk membatasi efek perubahan iklim.9 Pernyataan ini merupakan reaksi terhadap 
berkurangnya kualitas udara akibat kebakaran oleh gambut pada tahun 2015. Sejak momen itu, kebijakan 
lingkungan yang diajukan oleh pemerintah terus-menerus gagal memanfaatkan krisis iklim. Melihat 
kedua bencana alam yang dihadapi Jakarta, sebagaimana dijelaskan di atas, kritik keras berlayangan 
kepada pemerintah yang dirasa tidak cukup bertindak untuk mengurangi dampak berbahaya dari iklim 
pemanasan.

The Lowy Institute melaporkan satu contoh kritikan, di mana koalisi warga mengajukan gugatan 
menyusul keprihatinan mereka terhadap pemerintah dalam penanganan kualitas udara di Jakarta.10  
Koalisi tersebut menuntut undang-undang yang secara efektif mengatur polusi udara dalam krisis iklim 
ini dan menyediakan data yang lebih transparan tentang tingkat polusi udara. Tuntutan warga yang 
serupa telah berhasil dalam kasus-kasus lain, yang baru-baru ini terjadi di Paris, di mana negara Prancis 
dinyatakan bersalah karena tidak mengambil tindakan yang cukup untuk mengurangi polusi udara.11 
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Secara umum, Indonesia belum mengambil langkah-langkah penting untuk menciptakan kebijakan iklim 
yang baik. Pengumpul data independen, Climate Action Tracker (CAT) menilai proyeksi kebijakan Indonesia 
saat ini sebagai ‘tidak mencukupi’, sementara target Paris Agreement 2030 Indonesia pun masih dicap 
sebagai ‘sangat tidak mencukupi’.12  Salah satu bidang yang harus diinvestasikan untuk mempromosikan 
kebijakan iklim yang lebih baik adalah sumber bahan bakar terbarukan. CAT menggambarkan satu 
cara seperti itu, di mana Indonesia dapat memenuhi Paris Agreement dan mencapai pembangunan 
berkelanjutan jika Indonesia, “[mengubah] investasi dalam batu bara yang direncanakan untuk lima 
tahun ke depan menuju solusi terbarukan, nol-karbon”. Ada tekanan pada pemerintahan Jokowi 
untuk memindahkan investasi ke industri terbarukan yang membatasi polusi gas rumah kaca. Ini akan 
membatasi dampak pada perubahan iklim dan meminimalkan lebih intensif dari bencana alam terkait 
dengan iklim yang lebih hangat.

Konsekuensi dari Kebijakan Iklim yang Buruk: Negara yang Terbakar Matahari

Jika melihat ke Australia, Anda akan menemukan negara yang mengalami hasil dari buruknya kebijakan 
iklim. Gambaran dari kebakaran hutan saat ini telah terpampang di media global selama musim panas.13 
Kebakaran hutan yang membakar tanah sebanding dengan daratan Korea Selatan, telah menyebabkan 
hancurnya ribuan rumah, lenyapnya miliaran hewan, dan meningkatnya jumlah korban jiwa yang 
mencakup penduduk dan petugas pemadam kebakaran.14 Dapat dikatakan bahwa kebakaran hutan 
ini adalah salah satu contoh yang dihasilkan dari kebijakan lingkungan Australia secara keseluruhan di 
bawah kepemimpinan saat ini. Perdana Menteri Australia, Scott Morrison memimpin partai Liberal yang 
konservatif, yang secara praktis tidak fokus pada kebijakan lingkungan yang proaktif.15 Meskipun Morrison 
bukanlah seorang penyangkal perubahan iklim, ia selalu menolak kuat akan adanya kebijakan iklim yang 
lebih baik. Morrison percaya bahwa Australia telah “bertanggung jawab”, dan percaya bahwa pemanasan 
iklim pada dasarnya adalah kebiasaan baru yang harus kita adopsi.16 Ia juga seorang pendukung batu 
bara, di mana ia dikenal oleh rakyat Australia yang sadar lingkungan sebagai orang yang membawa 
segumpal fisik batu bara ke parlemen sebagai sebuah aksi pemasaran yang aneh.17

Tidak banyak upaya yang dilakukan pemerintah Australia untuk menciptakan langkah-langkah proaktif 
dalam melawan dampak perubahan iklim. Karena itu, Indeks Kinerja Perubahan Iklim 2020 memberi 
kebijakan iklim Australia di peringkat terendah (0.0) yang menyatakan bahwa pemerintah Australia saat 
ini terus “memperburuk kinerja mereka di tingkat nasional dan internasional.18 Selain itu, Pemerintah 
Australia telah dilarang untuk berbicara di UN Climate Change Summit karena dukungan terus-
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menerusnya terhadap “industri yang merusak lingkungan.19 

Australia memiliki ekonomi yang unik, karena Australia merupakan salah satu dari sedikit negara maju 
yang sangat bergantung pada mineral dan sumber daya alam untuk mempertahankan angka Produk 
Domestik Bruto-nya. Ini adalah salah satu alasan paling relevan mengapa Australia tidak berinvestasi dan 
mengandalkan sumber bahan bakar atau industri yang lebih ramah lingkungan. Ketergantungan pada 
batu bara ini sangat terasa, meskipun ada bukti yang menunjukkan bahwa kegagalan untuk menegakkan 
kebijakan iklim yang baik akan menyebabkan kejatuhan ekonomi.20 Pemerintah Australia saat ini terusb 
bersikeras untuk tidak menerapkan kebijakan transformatif atau proaktif untuk menghadapi perubahan 
iklim.21 Sikap ini nampak jelas ketika Australia adalah satu-satunya negara yang pada akhir 2019 secara 
terbuka berencana menggunakan kredit karbon Kyoto mereka dari negosiasi 1997, untuk memenuhi 
target Paris Agreement.22  

Studi kasus ini sangat penting bagi Indonesia karena, seperti Australia, ekonomi Indonesia juga sangat 
bergantung pada produk pertambangan, sebagaimana pemerintahan Jokowi membuka 10 pabrik 
batubara tahun lalu untuk memenuhi kebutuhan energi Indonesia.23 Kita patut mempertanyakan apakah 
keputusan untuk terus berinvestasi begitu tinggi terhadap mineral merupakan keputusan yang terbaik 
untuk Indonesia. Beberapa orang yang antagonis terhadap pemanasan global berpendapat bahwa 
konsesi terhadap kebijakan iklim diperlukan untuk memastikan pertumbuhan positif di berbagai sektor 
ekonomi lainnya. Namun, studi kasus di Australia menunjukkan bahwa angka tingkat pengangguran, 
neraca perdagangan, utang rumah tangga dan nilai dollar Australia tahun lalu relatif buruk.24 Walaupun 
ada banyak faktor untuk dipertimbangkan selain dari kesalahan kebijakan iklim yang buruk, sejumlah 
indikator ekonomi yang berkinerja buruk di Australia – meskipun ada pertumbuhan ekonomi global – 
masih menarik untuk dipelajari lebih lanjut.  

Analisis

Ada beberapa poin penting untuk Indonesia. Pertama, para pemangku kepentingan perlu memastikan 
bahwa ke depannya orang Indonesia harus lebih memahami ‘krisis iklim’ yang ada. Tindakan ini termasuk 
perlunya dukungan dari lembaga pemerintah, penyedia pendidikan, dan media, karena mereka memiliki 
sumber daya untuk menyuarakan dan mendiskusikan realitas dari perubahan iklim dengan lebih akurat. 
Kedua, kebijakan lingkungan di Indonesia saat ini perlu diperbaiki dan diselaraskan dengan retorika positif 
yang digaungkan oleh para pemimpin dalam pencegahan perubahan iklim. Ketiga, Australia adalah negara 
tetangga yang maju, yang harus bertindak sebagai contoh konsekuensi dari kebijakan perubahan iklim 
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